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ABSTRAK

Proses transaksi jual beli tanah sering dilakukan dengan cara mengangsur, maka
dibuatlah suatu terobosan dengan dibuatnya akta perjanjian pengikatan jual beli
(PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan. Namun dalam pelaksanaannya sering
terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam PPJB tanah dan bangunan
sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penjual, baik secara materiil maupun
immateriil. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan
penelitian yaitu: 1. Bagaimana kepastian hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan
Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris (Studi kasus Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015)?2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis
hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi pada Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor: 1650 K/Pdt/2015? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual dalam
perkara wanprestasi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/20157?.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian
hukum kepustakaan (library research). Metode penelitian yuridis normatif ini
diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap
permasalahan yuridis terkait pembeli yang wanprestasi atas PPJB tanah dan
bangunan, serta memberikan solusi atau rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Hasil penelitian: 1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang
dibuat dihadapan Notaris merupakan akta otentik sechingga memiliki keckuatan
pembuktian yang sempurna dan tidak perlu dipermasalahkan lagi sehingga terjamin
kepastian hukumnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN dan
Pasal 38 UUJN. 2. Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah
Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan
bahwa perkara sengketa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mengandung
unsur wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli (HENDRA PANGESTU),
yang telah dengan sengaja tidak melunasi sisa dana pembayaran hak atas tanah milik
Tuan SUTIKNO. 3. Perlindungan hukum bagi penjual setelah pembeli dinyatakan
wanprestasi pada akta pengikatan jual beli yaitu mengacu pada putusan Mahkamah
Agung Nomor: 1650 K/Pdt/2015 yaitu dibatalkannya Akta Perjanjian Jual Beli,
Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2011 karena wanprestasi, sehingga tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat. Setelah dibatalkannya Akta Perjanjian Pengikatan
Jual Beli tersebut, maka Penggugat secara hukum memiliki hak atas objek sengketa
tersebut dan uang pembayaran tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) menjadi milik
pihak penjual selaku Penggugat dan tidak dapat diminta kembali.

Kata Kunci: Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Kesepakatan Pembayaran,
Wanprestasi.
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ABSTRACT

The land sale and purchase transaction process is often carried out in installments, so a
breakthrough was made by making a sale and purchase binding agreement deed (PPJB)
as a preliminary agreement. However, in its implementation, defaults often occur by
buyers in the PPJB for land and buildings, resulting in losses for the seller, both
materially and immaterially. The problems in this research are formulated in the form
of research questions, namely: 1. What is the legal certainty of the Deed of Sale and
Purchase Agreement (PPJB) made before a Notary (Case study of the Indonesian
Supreme Court Decision Number: 1650 K/Pdt/2015)?2. What are the legal
considerations of the panel of judges in deciding cases of default in the Republic of
Indonesia Supreme Court Decision Number: 1650 K/Pdt/2015? 3. What is the legal
protection for sellers in cases of default in the Republic of Indonesia Supreme Court
Decision Number: 1650 K/Pdt/2015?. This research is normative legal research or also
called library legal research. This normative juridical research method is expected to
provide an in-depth and comprehensive analysis of juridical problems related to buyers
who default on PPJB land and buildings, as well as provide solutions or
recommendations that are in accordance with applicable legal provisions. Research
results: 1. The Sale and Purchase Agreement made before a Notary is an authentic deed
so that it has perfect evidentiary power and does not need to be disputed so that legal
certainty is guaranteed, this is in accordance with the provisions of Article 15 paragraph
(1) UUJN and Article 38 UUJN. 2. Based on the legal considerations of the panel of
judges of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 1650 K/Pdt/2015,
it states that the buyer (HENDRA PANGESTU) has committed an act of breach of
contract, in its legal considerations it states that the dispute over the Deed of Sale and
Purchase Agreement which contains elements of breach of contract has been
committed. by the buyer (HENDRA PANGESTU), who deliberately and not in good
faith did not pay off the remaining funds for payment of land rights belonging to Mr.
SUTIKNO. 3. Legal protection for the seller after the buyer is declared in default in the
sale and purchase agreement agreement, namely referring to the Supreme Court
decision Number: 1650 K/Pdt/2015, namely the cancellation of the Sale and Purchase
Agreement Deed, Number: 12 dated 4 February 2011 due to default, so it has no force
binding law. Meanwhile, after the Deed of Sale and Purchase Agreement was
cancelled, the Plaintiff legally had the rights to the object of the dispute and the
payment money for stage I (first) and stage II (second) became the property of the seller
as Plaintiff and could not be asked for it back.

Keywords: Deed of Sale and Purchase Agreement, Payment Agreement, Default.
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